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1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari berbagai sumber, salah satunya
dari penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama negara yang
@ digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketentuan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah kepada warga negara sebagai wajib pajak mewajibkan semua
wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas pengenaan pajak terhadap
tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan pajak sangat dominan untuk
menopang pembangunan nasional. Penggunaan pajak mulai dari pembangunan
infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak
(BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik. Selain itu pajak
juga dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembentukan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, Persentase
realisasi penerimaan pajak sampai tahun 2018 mencapai Rp 1. 315,51 Triliun dari
target Rp 1.424,00 Triliun dalam APBN atau 92,24%. Persentase capaian
penerimaan pajak tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan capaian periode

yang sama cégiain aitup89,67% (DJP 2018). °

&$"\ n @%ghssrvggég$tnaan sistem
perpajakag efl ngan Ca erikan Kepercayaan Kepada Wajib
Pajak untURCEERGhitng) | MRERLE TdaNOHReMPSHAR kewldjibhHE Serpajakannya.
Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, diperlukan pedoman untuk
memenuhi  kewajiban perpajakannya dengan salah satu caranya melalui
penyelenggaraan catatan yang sistematis yaitu dengan melakukan pembukuan.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 No0.16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didalamnya menyatakan bahwa
Wajib Pajak yang melakukan Kkegiatan usaha wajib menyelenggarakan
pembukuan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum.
Penggunaan laporan keuangan berfungsi untuk menggambarkan informasi
keuangan dan hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar
UJ Akuntansi keuangan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dasar

penyusunan laporan keuangan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan

O terhadap penghasilan dan biaya-biaya yang diakui dan tidak diakui yang
=5 tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4
T>ayat 1 sampai 3, Pasal 6 dan Pasal 9. Untuk melakukan penyesuaian atas
(© perbedaan ini maka dilakukan proses rekonsiliasi fiskal yang akan menimbulkan
" penyesuaian atau koreksi fiskal positif maupun negatif untuk tercapainya tujuan
- yang efisien.
Perkembangan keadaan ekonomi di Indonesia menimbulkan dampak yang
S signifikan salah satunya dapat memunculkan perjanjian-perjanjian baru yang
Q) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti perjanjian penyertaan modal
~ ventura. Keputusan Presiden No0.61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (11) tentang
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1ga pembiayaan bahwa “Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam
perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu”. Dalam
sanaan pendiriannya perusahaan modal ventura tidak jauh berbeda dengan
rian perusahaan pembiayaan lainnya. Peraturan Menteri Keuangan No.
vIK.010/2012 Pasal 11 angka (1) tentang perusahaan modal ventura bahwa
sahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan
‘as atau koperasi”
PT PCY merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus perusahaan
@ra yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan gasket otomotif dan
rialnya serta perdagangan suku cadang otomotif dan rem cakram. Sebagai
ahaan yang melakukan kegiatan usaha maka PT PCY termasuk dalam subjek
PPh Badan.
Undang-Undang Pasal 1 butir (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara
jakan (KUP) menyatakan bahwa ‘“Pajak Penghasilan Badan merupakan
yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan
1 suatu tahun pajak™. Dalam pemenuhan perpajakannya terdapat beberapa
pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada wajib pajak yang
ngkutan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 25 atas usaha yang
Jkan oleh PT PCY sebagai angsuran pajaknya dalam bidang produksi dan
alan yang dapat diperhitungkan dari jumlah pajak penghasilan terutang.

lan gbgktujuany untuke meningkatkan, daya saing ipvestasi
Ul si ritidak’ t i ] utflow
Naerepalriasilapestfajsio cational Studies
Wajib pajak badan PT PCY menunjuk KKP Adam Damili & Partners
- melakukan perhitungan atas pajak penghasilan terutang dan melaksanakan
s rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dalam
2nuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis tugas
dengan judul “Kajian Penerapan PPh Badan di KKP Adam Damili &

1ers (Pada Kasus PT PCY).”
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1.2 Rumusan Masalah

[Thsarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:
Oagaimana kontrak kerja PT PCY dan apa saja rencana kerja yang dilakukan
C8 <P Adam Damili & Partners untuk memenuhi jasa yang diberikan kepada
=< en?

>lgaimana proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan laba rugi
(cy mersial PT PCY Tahun Pajak 20187

Ziagaimana perhitungan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak 2018?

@ gaimana penyetoran dan pelaporan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak
—.18?

E \gaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 20197
Alagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak
—019?

e

Allsianiun



*gd| w1zt bdupy undopdp ynjuaq WB|OP 1Ul SN BAIDY YNIn|as NDID UDIBDYDS YoAupgiadwau upp upyunwniuaw BupId|I] T

*dd| i0flom BupA upbuuaday unyibniaw yopij undinbusd °q

‘yojpsoW h3oNs UBNB(UI} NP YiLIY upsiinuad ‘uptodp| upunsnAuad ‘Yoiw|l ALY upsiinuad ‘ubipEuad ‘Ubyipipuad upburjuaday ¥ynjun bAupy updinbuad ‘O

:1aqUINS UDYINCRAUSL UDP UBYLUNUDIUSW PAUD] 1Ul SIjN3 PAIDY Ynin[as nbjo upibogas dignbuau BUBID|I ‘|

Buppun-buopun IGunpuijig PIdI) HoH

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan:

1. Menguraikan kontrak kerja PT PCY dan rencana kerja KKP Adam Damili &
Partners

2. Menguraikan proses rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial PT
PCY Tahun Pajak 2018

3. Menguraikan perhitungan PPh Terutang Tahun 2018

Menguraikan penyetoran dan pelaporan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak

2018

Menguraikan perhitungan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 2019

Menguraikan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak

2019

&

o

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan praktik kerja lapangan ini, penulis berharap dapat berguna

bagi berbagai pihak :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan
khususnya terkait penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan
rekonsiliasi fiskal

2. Sebagai s lam perbandingan penerapan ilmu,yang diperoleh dalam
it S lmpbr Nl sl

3. Sebagdd i usa ingkatkan dan
menam

&

Qv t@é#lﬁg@@f%é@’ﬁ@ﬁme%@@ﬂé@

Bagi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan dapat menjadi dasar dalam
meningkatkan kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai kantor konsultan
pajak

5. Bagi pihak lain dapat dijadikan informasi tambahan sebagai bahan kepustakaan
dan bahan praktik kerja lapangan lebih lanjut dalam penyusunan tugas akhir
terkait rekonsiliasi fiskal
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2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman dari teori-teori
yang diambil atau di lihat dari berbagai buku ilmu pengetahuan yang
bersangkutan dengan Perpajakan serta sumber bacaan atau informasi lain yang

berkaitan dengan topik yang dibahas dalam Penyusunan Tugas Akhir.

2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan digunakan untuk dapat mengolah data kuantitatif
yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat
perhitungan perpajakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
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